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ABSTRAK

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH NAMA : ABDUL RAHMAN HARIS
NIM 1911150013

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memiliki keputusan-
keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan
pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya
memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat
mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut
serta-baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan,
pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi mencakup  kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang
memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang
kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung
makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam
perjalanan demokrasi di indonesia tidak lepas dari adanya fungsi dan
peran dewan perwakilan, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah. DPD
sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas
penolakan sistem pemerintahan otoritarian-oligarkhis-sentralistik yang
dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik
keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini tidak mungkin dapat
dilepaskan dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan
Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan
yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi
1998.

Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya
faktor demokratisasi dan wupaya mengakomodasi daerah dalam
pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan
Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip cheks and
balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan
mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk
memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan
kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Perjalanan Demokrasi,
Ketatanegaraan.

iv


https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_politik

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF THE REGIONAL
REPRESENTATIVE COUNCIL IN INDONESIA'S
CONSTITUTIONAL SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF
SIYASAH DUSTURIYAH NAME: ABDUL RAHMAN HARIS SRN :
1911150013

Democracy is a form of government where important decisions are made,
either directly or indirectly, based on the majority agreement freely given
by the people. Democracy is a form of government in which all citizens have
the same right to make decisions that can change their lives. Democracy
allows citizens to participate - either directly or through representatives -
in the formulation, development and making of laws.

Democracy includes social, economic, customary and cultural conditions
that allow for the free and equal practice of political freedom. Democracy is
also a set of ideas and principles about freedom and its practices and
procedures. Democracy implies respect for human dignity. The journey of
democracy in Indonesia cannot be separated from the function and role of
the representative council, one of which is the Regional Representative
Council. The DPD as a high state institution is essentially a response to the
rejection of the authoritarian-oligarchic-centralistic government system
implemented by the New Order regime. Therefore, systemically, the
existence of the Regional Representatives Council cannot be separated from
the long journey that occurred in the debate on Amendments to the 1945
Constitution in order to realize a democratic-decentralistic government
system as the main demand of the 1998 reform movement.

The Regional Representatives Council through amendments to the State
Constitution The background of the Republic of Indonesia in 1945 was the
existence of democratization factors and efforts to accommodate the regions
in making national policies. Theoretically, the existence of the Regional
Representative Council was meant to apply the principle of checks and
balances between state institutions, namely the existence of a process of
mutual supervision and balancing between state institutions. This is done
to strengthen central and regional relations in order to maintain the
integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Regional Representative Council, Democracy Journey,
State Administration



MOTTO

“Barang siapa menuntut ilmu, maka allah akan memudahkan
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum
di salah satu dari rumah-rumabh allah, mereka membaca kitabullah

dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun

kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi
oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka
kepada siap saja ada disisinya, barang siapa berlambat-lambat

dalam amalnya niscaya tidak akan bias dipercepat oleh nasabnya.”

(H.R Muslim dalam shahih-nya)

Berlarilah tanpa berbalik arah untuk bisa sampai diatas puncak,
karena dipuncak itulah engkau bisa melihat hasil jerih payah yang

sudah engkau perjuangakan.

(Abdul Rahman Haris)
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